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ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST SOFTWARE PROTECTION IN INDONESIA

Software is one of the elements that are protected under Intellectual Property Rights (IPR). Various efforts by the government and producers of software to protect the intellectual property of their innovations from piracy. This study aims to analyze and assess how law enforcement for the protection of software in Indonesia and determine what actions can be performed in an effort to provide maximum protection toward software in Indonesia. This study is a socio-juridical, which approaches the problem through legislation and existing theories and then connect with the reality on the ground (public). Data analyzed using a qualitative technique, where data assess by contrast the existing laws, the views of experts, theories and concepts that are prepared and present. The data describe descriptively and the relevant conclusion drawn. The research results conclude; First, the legal arrangements for software in Indonesia regulate in Copyright law No. 19 of 2002 has not been accompanied by law enforcement that consistent and adhere to the regulations. Second, actions can be performed in giving protection to software in Indonesia by form of non legal action and legal action. Non legal action performs in the actions and technical solutions have more to do in terms of technical protection and development of the software intellectual property.
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ABSTRAK

Software adalah salah satu unsur yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan produsen software untuk melindungi properti intelektual hasil inovasi mereka dari pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap perlindungan software di Indonesia dan mengetahui tindakan apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan maksimal terhadap  software di Indonesia. Manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis kepada pihak-pihak terkait khususnya lembaga penegak hukum serta instansi pemerintah, swasta dan masyarakat mengenai regulasi copyright software serta implikasinya di Indonesia. Penulis menggunakan beberapa landasan teori dalam penelitian ini  yaitu teori keadilan dan  teori penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Padang dan Populasi penelitian adalah pihak yang menggunakan software komputer seperti pengguna komputer pribadi, pegawai pemerintah dan perusahaan swasta, pemilik warnet serta pegawai toko penjualan komputer. Data dan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini didapat dengan melakukan  metode wawancara/ interview dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data kemudian dijelaskan secara deskriptif dan diambil kesimpulan secara relevan. Hasil Penelitian yang dilakukan menyimpulkan; Pertama, Pengaturan hukum terhadap software di Indonesia yang diwujudkan dalam UUHC No 19 Tahun 2002 belum diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten dan taat pada peraturan yang berlaku. Kedua, Tindakan yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap software di Indonesia adalah berupa tindakan hukum oleh aparat kepolisian seperti meningkatkan operasi penindakan terhadap produksi dan peredaran software bajakan dengan menentukan target operasi secara bertahap serta melakukan penyelidikan secara tuntas terhadap setiap hasil penindakan kasus pembajakan software. Alternatif dalam mengurangi pembajakan software dilakukan pemerintah melalui DEPKOMINFO dengan program Indonesia Go Open Source (IGOS) yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap software import.
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PENDAHULUAN

Pergeseran sistem informasi dari media cetak ke media elektronik mendorong globalisasi Hak atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu negara, disaat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang tidak wajar (curang) juga berarti melahirkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan atas karya-karya intelektual yang menimbulkan konsepsi perlindungan hukum  dan proses penciptaan hukum atas kekayaan terhadap produk yang bersangkutan. 

Proses penciptaan hukum dapat dilihat pada dua sisi besar yaitu pada sisi keadilan dan sisi kepentingan. Dari sisi keadilan dipandang dari segi manusia sebagai mahluk sosial dimana mereka tinggal bersama dengan manusia yang lain. Saling berhubungan dan membangun relasi sehingga memunculkan kesepakatan-kesepakatan yang membutuhkan suatu aturan didalamnya.
Dalam hubungan ini pihak yang dominan atau lebih kuat akan berpotensi untuk melakukan tindak sewenang-wenang terhadap pihak yang lebih lemah. Sehingga perlu ada peraturan guna menciptakan ruang yang adil bagi para pihak demi ketertiban dalam masyarakat.

Sedangkan dari sisi kepentingan, penciptaan hukum dimaksudkan untuk melegitimasi atau  menjadi alat  pembenar untuk terciptanya tujuan-tujuan individu  atau  kelompok  yang  mempunyai kepentingan tertentu. Maka  dari sisi  ini hukum  difungsikan sebagai  alat untuk  mewakili kepentingan orang  atau kelompok yang  berpengaruh

Sesuai dengan hakikatnya, HKI dikelompokkan sebagai  hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). Oleh sebab itu, secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai “Hak atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia” 

      Hak Kekayaan intelektual

Hak  atas Kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Rights (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/ kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, hak dasar (asasi), yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Umpamanya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, Hak amanat aturan/ perundangan, yaitu hak karena diberikan/ diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan.

Di Amerika dan Indonesia, HKI merupakan hak amanat aturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HKI yang diberikan kepada individu dan kelompok. Akan tetapi di beberapa negara berkembang lainnya ada pemikiran bahwa justru perlindungan hak milik intelektual ini merupakan tembok penghalang bagi perkembangan ekonomi negara lebih lanjut.

Hal ini dikarenakan anggapan  bahwa HKI tidak lebih dari sebuah penjajahan model baru (neo kolonialisme). Dimana negara yang telah meratifikasi perjanjian Perdangangan Dunia (Agreement Establishing World Trade Organisation/ WTO),  yang lebih khusus lagi berkait dengan perjanjian HaKI dalam Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/ TRIPs menegaskan bahwa setiap negara yang telah ikut dalam organisasi perdagangan dunia harus menghormati keberadaan HKI. Sehubungan dengan hal ini, perlindungan HKI menimbulkan monopoli untuk negara yang sudah maju dan mengakibatkan suatu bentuk “persaingan yang tidak wajar” (unfair competition) terhadap negara-negara berkembang.

Indonesia berperan serta dalam kerja sama di bidang HKI dimulai sejak tahun 1950 diikuti dengan penandatanganan konvensi Paris pada tahun 1997. Selanjutnya Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang salah satu komponennya adalah TRIPs. Sebagai konsekuensinya Indonesia berkewajiban menaati semua ketentuan yang ada dalam konvensi internasional tersebut, Indonesia setuju untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan TRIPs pada tahun 2000.

Dalam Pasal 7 persetujuan TRIPs disebutkan, bahwa perlindungan dan penegakan HKI bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

     Software

Software adalah salah satu unsur yang dilindungi dalam HKI. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan produsen software untuk melindungi properti intelektual hasil inovasi mereka dari pembajakan. Pemerintah mengeluarkan aturan hukum berkaitan dengan undang-undang tentang hak cipta yang berisi tentang tata cara perlindungan software, berbagai bentuk pembajakan serta sanksi bagi pelaku pembajakan software. Hal ini diatur pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Metode Penelitian

   
Penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Sedangkan jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologis yaitu suatu penelitian yang bertitik tolak dari data primer, sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan adalah penelitian hukum sosiologis (socio legal research), atau dengan kata lain penelitian yang bersifat empiris yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan (masyarakat). 


Dari sudut sifat, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive research) yang melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Pada hakekatnya, penelaahan secara deskriptif merupakan upaya untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti secara mandiri tanpa mengkaitkan dengan variabel lain yang bersifat membandingkan maupun menghubungkan.
Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian perskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/ fakta yang ada untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum, tetapi tidak hanya terbatas pada nilai-nilai dalam wilayah hukum positif saja, namun juga nilai-nilai yang melatarbelakangi dan menyemangati lahirnya hukum tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Padang dan Populasi penelitian adalah pihak yang menggunakan software komputer seperti pengguna komputer pribadi, pegawai pemerintah dan perusahaan swasta, pemilik warnet serta pegawai toko penjualan komputer. Data dan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini didapat dengan melakukan  metode wawancara/ interview dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data kemudian dijelaskan secara deskriptif dan diambil kesimpulan secara relevan.
Pembahasan
Upaya dan kebijaksanaan pemerintah untuk memperkecil pelanggaran HKI dapat terlihat dari lahirnya Undang-Undang tentang HKI tersebut, akan tetapi penegakan hukum dinilai masih lemah dan akibatnya Indonesia masuk daftar Priority Watch List (PWL).

Hal ini berdasarkan penilaian Departemen Perdagangan Amerika Serikat (USTR) yang diumumkan dalam laporan spesial 301 Tahun 2009 beberapa waktu lalu. Laporan itu di antaranya berisi peringkat kepatuhan suatu negara dalam masalah penegakan HKI.

Setiap tahun United States Trade Representative (USTR) membuat daftar (list) negara yang masuk dalam pengawasan terhadap mitra dagangnya di seluruh dunia berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum HKI.

Ada tiga tingkatan daftar USTR. Level pertama adalah priority foreign country. Negara yang masuk dalam list priority foreign country menunjukkan masalah tingkat pembajakan hak cipta sangat serius, sehingga bisa terkena sanksi perdagangan. Level kedua adalah priority watch list. Negara yang masuk dalam daftar ini menunjukkan tingkat pembajakan hak cipta masih tinggi, sehingga perlu mendapat pengawasan khusus oleh AS. Level ketiga yaitu watch list, meliputi negara-negara yang masih melakukan pelanggaran dan pembajakan hak cipta, tapi relatif lebih ringan dibandingkan dengan priority watch list, sehingga negara yang masuk dalam daftar ini cukup diawasi saja. 

Pada tahun 2009 lalu, United States Trade Representative (USTR) mengumumkan daftar Priority Watch List. Indonesia  termasuk sebagai salah satu negara yang perlu diawasi secara khusus dalam perlindungan hak cipta, bersama-sama dengan Cina, Rusia, Aljazair, Argentina, Kanada, Cili, India, Israel, Pakistan, Thailand dan Venezuela. 

Penempatan Indonesia dalam daftar utama pengawasan Amerika Serikat itu sesuai dengan usulan International Intellectual Property Alliance (IIPA) Rekomendasi IIPA tersebut memiliki pengaruh besar terhadap USTR dalam menentukan tingkat pelanggaran HaKI terhadap mitra dagangnya di Indonesia. Berdasarkan rekomendasi dari IIPA, USTR  menilai perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan HKI di Indonesia masih lemah.

IIPA adalah gabungan dari enam asosiasi yang mewakili industri Amerika serikat berkaitan dengan HKI. Asosiasi tersebut adalah Association of American Publisher’s Inc (AAP), Business Software Alliance (BSA), Entertaintment Software Association (ESA), Independent Film & Television Alliance, Motion Picture Association of American Inc (MPA), dan Recording Industry Association of America Inc (RIAA).

Business Software Alliance (BSA), sebuah kelompok produsen perangkat lunak dan personal komputer internasional  melaporkan bahwa pada tahun 2008, tingkat pembajakan di Indonesia mencapai 89 persen. Artinya 8,9 dari 10 komputer di Indonesia menggunakan perangkat lunak yang tidak berlisensi. 

Data dari Microsoft Indonesia, perwakilan produsen peranti lunak terbesar di dunia, menyebutkan bahwa tingkat pembajakan di Indonesia pada tahun ini adalah 88 persen  Artinya, 8,8 dari 10 komputer di Indonesia masih dijalankan dengan menggunakan peranti lunak bajakan.

Tingginya harga perangkat lunak berlisensi merupakan alasan utama angka pembajakan terhadap perangkat lunak di Indonesia sangat tinggi. Sebagai gambaran, Harga perangkat lunak bajakan yang beredar di pasaran hanya berkisar Rp. 20.000,- sedangkan harga dari lisensi Windows 98 adalah US$200 atau sekitar Rp.2.000.000,-. Dan untuk  sistem operasi Windows XP Home adalah US$78 dan MS Office 2003 Basic adalah US$170 atau dibutuhkan US$248 (Rp.2,4 juta) sebagai piranti lunak dasar untuk menjalankan program komputer. 
Tingginya harga software tersebut bukan merupakan alasan untuk melakukan pembajakan atau membeli barang bajakan. Secara normatif, adalah hak dari pencipta peranti lunak itu untuk menentukan berapa harga dan menikmati keuntungan dari ciptaannya tersebut sampai batas waktu tertentu. Undang-undang Hak Cipta menjamin perlindungan Hak Cipta itu selama 50 tahun. 

Warnet (Warung Internet) adalah salah satu pihak yang merasakan dampak secara langsung dengan mahalnya harga software. Kegiatan usaha masyarakat yang sebagian besar tergolong dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini seringkali terpaksa menggunakan barang bajakan agar bisa menetapkan harga sewa tidak terlalu mahal. 

Hal ini jelas merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, oleh sebab itu  aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melakukan sweeping terhadap warnet di beberapa daerah yang diduga menggunakan piranti lunak bajakan, termasuk sweeping terhadap pengguna Personal Computer (PC)/ laptop yang menggunakan piranti lunak bajakan di bandara dan tempat umum lainnya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (Zwackmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit)

Proses penegakan hukum adalah penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaedah-kaedah, yang kemudian terwujud dalam pola perilaku. Pola perilaku tersebut tidaklah terbatas pada warga masyarakat saja, akan tetapi mencakup juga golongan “pattern setting group” yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.
Jhon Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat member keuntungan timbal balik (reciprocital benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.
Teori Rawls dapat dijadikan landasan bahwa terjadinya pembajakan terhadap software di Indonesia terjadi akibat kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat hal ini dikarenakan harga software asli yang relatif mahal menjadikan pembajakan software marak dilakukan di Indonesia. Hal ini tentu saja merugikan pihak pengusaha software itu sendiri. Oleh sebab itu diperlukan adanya usaha penegakan hukum terhadap perlindungan software di Indonesia.
Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti penegakan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di  Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga istilah law enforcement begitu populer.

Oleh sebab itu, masalah pokok dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebenarnya terletak pada 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya. 
Faktor-faktor tersebut adalah :

a.Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan.
b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun  menerapkan  hukum. 
c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum sehingga penegakan hukum yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan keserasian dalam pergaulan hidup dapat terjalin dengan baik, aman, dan tertib. Menurut Sudikno Mertokusumo penegakan hukum adalah bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Penegakan hukum terhadap perlindungan software di Indonesia adalah merupakan pelaksanaan kelima faktor di atas. Merupakan kajian yang berhubungan erat dengan sifat dan perilaku manusia untuk berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku yang didukung oleh berbagai fasilitas yang ada, namun manusia cenderung berbuat tidak sesuai dengan hukum.


Apabila dalam masyarakat tidak ada rasa aman akan perlindungan hak asasinya, tidak ada jaminan perlakuan yang adil, tidak ada saling kepercayaan dan kasih sayang antar sesama, banyak ketidakjujuran, ketidakbenaran, dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang kehidupan (politik, sosial, ekonomi dan sebagainya) maka kondisi masyarakat demikian jelas bukan kondisi masyarakat yang berkualitas/menyenangkan. Kebutuhan rohani dan sosial budaya yang mendasar itulah yang seyogianya menjadi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, karena sangat diperlukan untuk menjamin adanya kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk para pemilik hak cipta lebih mendapatkan perlindungan yang mantap karena tujuan akhir dari perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan penghargaan dan insentif kepada pemilik hak cipta. 

Program Komputer adalah Hak Cipta yang merupakan hak-hak yang dapat dimiliki dan oleh karena itu berlaku syarat-syarat pemilikan baik mengenai cara penggunaan maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberi perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut dan pihak kepolisian akan melaksanakan penegakan hukumnya salah satu cara adalah dengan sweeping di berbagai tempat yang dicurigai.

Walaupun pemerintah telah mengatur dan berusaha untuk melindungi para pemegang hak cipta, dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih sempurna tetapi tindak Pidana dibidang hak cipta khususnya program komputer tetap saja masih banyak. 

Implementasi HKI, khususnya komputer, mendorong Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) lebih siap menghadapi kebijakan pemerintah. Siap dalam pengertian bukan mencari celah terhadap UUHC No. 19 Tahun 2002, melainkan cenderung bersikap yang benar dalam hal pendistribusian perangkat lunak. 

Dalam rangka penegakan hukum terhadap Hak Cipta, termasuk perlindungan terhaap software di Indonesia, UUHC No. 19 tahun 2002 memberikan ketentuan bahwa penyidikan dalam hal adanya tindak pidana Terhadap Hak Cipta  maka yang berwenang untuk menyidik adalah selain dari Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Cipta, diberi wewenang khusus sebagai penyidik termasuk tata cara pelaksanaan tugas serta hubungan PPNS, Penyidik POLRI, dan Penuntut Umum. 

Rumusan ketentuan mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Bab XII tentang Penyidikan.

Kendala yang dihadapi oleh  pengusaha komputer yang menjual perangkat lunak orisinal dalam implementasi UUHC No 19 Tahun 2002 adalah tidak adanya kepastian hukum terhadap perangkat lunak yang telah usang.

Salah satu contoh, sebagian kecil perusahaan lebih menyukai Novell dan Windows 3.1 sebagai sistem operasinya. Padahal, perusahaan yang membuat Novell sudah tidak ada dan sistem operasi Windows 3.1 tidak digubris lagi oleh Microsoft. 

Dapat kita ambil kesimpulan sebagai analoginya, jika pabrik pembuatnya saja sudah tidak ada, bagaimana mendapatkan lisensinya. 

Selain APKOMINDO, salah satu organisasi profesi di bidang Komputer adalah IPKIN (Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Organisasi ini menetapkan kode etik yang disesuaikan dengan kondisi pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Kode etik tersebut menyangkut kewajiban pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kewajiban pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat, kewajiban pelaku profesi terhadap sesame pengemban profesi ilmiah, serta kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup.

Organisasi-organisasi seperti APKOMINDO dan IPKIN dapat membantu pihak kepolisian dengan mengadakan survey atau temuan yang merupakan bahan masukan bagi pihak kepolisian dalam hal penegakan hukum.

    Penyebab maraknya penggunaan software ilegal adalah: 

a. Harga software legal sangat mahal. 

b. Software legal dan ilegal sulit dibedakan, walaupun ada perbedaannya. 

c.  Harga PC yang menggunakan software ilegal sangat terjangkau. 

d. CD writer sekarang sudah menjadi kelengkapan standart PC (personal computer) sehingga memudahkan untuk menggandakannya. 

e. Konsumen tidak peduli PC yang dibelinya menggunakan Software legal atau ilegal. 

Menurut Microsoft Coorporation sebagai sebuah perusahaan perangkat lunak raksasa dunia, ada lima macam bentuk pembajakan software antara lain: 

a. Memasukkan software illegal ke harddisk

b. Softlifting

Softlifting terjadi jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan seperti yang tercantum dalam lisensi tersebut. Misalnya ketika membeli sebuah program, kita mendapatkan lisensi untuk memasang program tersebut ke sepuluh unit computer saja. Pada kenyataannya, kita menggunakan program tersebut ke lima belas unit komputer.

c. Penjualan CDROM Ilegal

d. Penyewaan software ilegal.

Software yang dikopi tanpa izin dari program asli kemudian disewakan secara murah di rental-rental CD. 

e. Downloading ilegal

        Downloading ilegal adalah melakukan download terhadap sebuah program computer (software) dari internet dengan tidak mematuhi kaidah yang tertera pada lisensi download.

Hak Cipta Terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi /Pelanggaran terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi umumya terjadi pada piranti lunak (software) komputer. 
Berbagai pelanggaran hak cipta tersebut antara lain sebagai berikut: Membeli software program hasil bajakan. 

1.  Melakukan instalasi software computer ke dalam hard disk (hard disk  loading) dengan program hasil bajakan.

2. Penggunaan satu lisensi software pada beberapa komputer atau penggunaan software komputer client-server lebih dari jumlah semestinya (misalnya, ditentukan untuk pemakaian 5 klien, tetapi digunakan untuk 20 klien). 

3. Melakukan modifikasi program software tanpa izin.

4. Melakukan penggandaan tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomis. Indonesia termasuk dalam tiga besar

Tindakan Hukum Untuk Membatasi Dan Mengurangi Pembajakan Hak Cipta Software.
1. Polri 
Pemberian pelatihan kepada Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap pembajakan Hak Cipta Software. Walaupun apabila diihat dari kenyataan dilapangan, pelatihan tesebut dirasa belum membuahkan hasil yang optimal karena adanya kendala dan dilema yang dihadapi Polri dalam usaha penegakan hukum dilapangan. 
Analisa dan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil, tindak lanjut yang dapat terus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan lagi penindakan terhadap produksi dan peredaran pengguna produk bajakan dengan menentukan target operasi secara bertahap dan kontinyu. 

2. Melakukan penyelidikan secara tuntas setiap hasil penindakan kasus pembajakan agar terjadi image positif terhadap penegakan hukum oleh Polri dan daya cegah bagi pelaku lain. 

3. Setiap penindakan dilingkungan pusat perbelanjaan mall akan diupayakan pengelola mall ikut bertanggung jawab sebagai penyedia sarana pengedaran. 

4. Memanfaatkan momentum berlakunya UUHC No. 19 Tahun 2002 sebagai peluang untuk mendapatkan dukungan berbagai pihak dalam rangka kampanye penanggulangan pembajakan hak cipta. 

5. Melanjutkan kegiatan sosialisasi HKI bagi anggota masyarakat bekerjasama berbagai pihak. 
2. Kejaksaan. 


Pemberian pelatihan terhadap jaksa penuntut umum, sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh US Commercial Service dan Business Alliance (BSA) yang mengadakan Lokakarya Penangangan Perkara Pelanggaran Hak Cipta Software bagi 50 Jaksa Penuntut Umum se-DKI Jakarta, di Jakarta, 26 Mei 2008.


Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada jaksa mengenai aspek teknis seputar pembajakan software, bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta software, ragam dan jenis piranti lunak itu sendiri. Agar jaksa dapat membuat keputusan atau pasal yang tepat dalam menangani perkara pelanggaran Hak Cipta software.

3. Pemerintah.

Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Hak Cipta menuntut kreativitas tinggi, biaya dan waktu. Sehingga sudah sepatutnya pemilik Hak Cipta diberikan perlindungan hukum dari pembajakan. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan kesadaran bahwa perbuatan membajak dapat  merugikan perekonomian bangsa, menghancurkan kreativitas, dan merendahkan martabat bangsa.

PENUTUP

Pengaturan hukum terhadap software di Indonesia yang diwujudkan dalam UUHC No 19 Tahun 2002 belum diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten dan taat pada peraturan yang berlaku. Penegakan Hukum terhadap software di Indonesia yang merupakan ranah HKI tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum secara keseluruhan. Hal ini berarti tidak ada penegakan HKI yang lemah, tetapi penegakan hukum nasional di Indonesia yang lemah. 

Tindakan yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap Software di Indonesia adalah berupa tindakan hukum dan bukan tindakan hukum. Bukan tindakan hukum adalah berupa tindakan dan solusi teknis yang lebih berkaitan dari segi perlindungan teknis dan pengembangan terhadap software itu sendiri.

Rekomendasi

Peraturan yang sudah ada perlu usaha promosi dari pemerintah. Sosialiasi dan Wacana perlu dikembangkan agar sejalan antara penegakan hukum yang konsisten dengan  peraturan yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif  harus dilakukan. Hal ini harus melibatkan kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, pemutusan sampai pemutusan perkara disamping budaya hukum masyarakat yang masih perlu diperbaiki.

Akademisi dan Praktisi IT diharapkan dapat mengembangkan software  open source yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat, agar ketergantungan terhadap software import yang berlisensi mahal dapat berkurang. Hal ini pun dirasa dapat mengurangi angka pembajakan terhadap software.
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